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INTISARI

Konsep NPM (New Public Management) merupakan konsep yang berkaitan
erat dengan akuntabilitas yang merupakan salah satu indikator tercapainya Good Gov-
ernance, konsep ini lebih menekankan pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada
masyarakat dituntut untuk lebih mengedepankan aspek (result) dibandingkan dengan
sekedar kontrol terhadap pembelanjaan anggaran dan kepatuhan terhadap prosedur.
Penelitian ini mencoba melihat kinerja Pemerintah Kota Surakarta dengan
menggunakan model Ongoing Performance Management And Measurement .

Pendekatan Ongoing Performance Management And Measurement (perfor-
mance blueprint) dapat digunakan untuk mengukur kualitas indikator Kinerja yang
disusun dan dilaporkan oleh pemerintah kota Surakarta dengan menggunakan dua tools
yakni logic model dan four quadrant analysis. Metode penelitian dilakukan dengan
menganalisis data dan mengonfirmasikannya dengan wawancara dan kuisioner.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator kinerja pemerintah kota Su-
rakarta belum menunjukkan kesesuaian informasi pada dokumen perencanaan hingga
dokumen pelaporan. Selain itu indikator kinerja pemerintah kota Surakarta masih ber-
basis pada service-delivery outcome belum berbasis pada hasil atau cummunity outcome.

Kata kunci: new public Management (NPM), logic model, four quadrant analysis, indi-
kator kinerja, pendekatan OPN&M, laporan akuntabilitas instansi pemerintah.



1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Indonesia menganut  asas
desentralisasi yang  memberikan
kebebasan dan keleluasaan kepada
Pemerintah Daerah dalam menye-
lenggarakan pemerintahan melalui
Otonomi Daerah. Sejak diterbitkann-
ya Undang-Undang 22 tahun 1999 &
Undang-Undang 25 tahun 1999 yang
kemudian direvisi menjadi Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan  Keuangan  Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, membuat pemerintah Kabu-
paten dan Kota memiliki Hak yang
lebih  besar dalam pengambilan
Keputusan dalam melakukan pengel-
olaan daerah masing-masing.

Sebagai bentuk dari tanggung
jawab pemerintahan kabupaten dan
kota dalam melakukan pengelolaan
sumber dayanya, pemerintah telah
menerbitkan  Instruksi  Presiden
(Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah (AKIP). Hal ini dil-
akukan sesuai dengan pertimbangan
pada inpres tersebut yaitu dalam
rangka lebih meningkatkan pelaksa-
naan pemerintahan yang lebih
berdaya guna, berhasil guna, bersih
dan bertanggung jawab, dipandang
perlu adanya pelaporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah untuk
mengetahui  kemampuannya dalam
pencapaian visi, misi dan tujuan or-
ganisasi.

Pengukuran kinerja tentu saja
dilakukan untuk mengukur sejauh
mana organisasi mencapai sasaran
kinerja yang direncanakan yang ter-
angkum dalam visi misi organisasi.
Sebagai kota yang memiliki visi
“SURAKARTA KOTA BUDAYA,
MANDIRI, MAJU, DAN SE-
JAHTERA” sudah seharusnya sasa-
ran Kinerja haruslah mampu menja-
wab hal-hal yang mendukung pen-
capaian visi tersebut.

Pencapaian sasaran Kinerja
yang menjadi rencana Pemerintah
Kota Surakarta haruslah didukung
oleh pencapaian indikator Kkinerja
pemerintah Kota Surakarta. Se-
bagaimana instansi pemerintah, pros-
es dan dasar pembuatan indikator
kinerja di Kota Surakarta harus
mengacu pada peraturan menteri
Nomor: PER/09/M/PAN/5/2007 ten-
tang pedoman umum penetapan indi-
kator kinerja utama di lingkungan
instansi  pemerintah. Metode ini
membutuhkan perumusan indikator
Kinerja yang spesifik, terukur, dapat
dicapai dan berorientasi pada output
atau sering disebut logic model in-
put-activity-output-outcome.  Untuk
itu, penelitian ini akan mengevaluasi
penyusunan indikator Kinerja pada
pemerintahan Kota Surakarta ber-
dasarkan pendekatan Ongoing per-
formance Management and meas-
urement (OPM&M).

1.2 Rumusan Permasalahan
Pemerintah daerah Kota Su-
rakarta diindikasikan belum mampu



menyusun indikator kinerjanya ber-
basis hasil (result-based performance
indikator), karena dari hasil evaluasi
LAKIP yang dilakukan oleh Kemen-
trian PAN&RB bahwa LAKIP
Pemerintah Daerah belum dapat
menggambarkan pengukuran kinerja
mengenai tingkat pencapaian visi dan
misi organisasi, masih terdapat Indi-
kator kinerja SKPD/unit yang belum
sepenuhnya  mendukung  kinerja
pemerintah Daerahnya, dan indikator
yang dibuat lebih banyak untuk me-
menuhi ketentuan regulasi dari pada
subtansinya.

1.3 Pertanyaan Penelitian
Dalam latar belakang dan

rumusan permasalahan sebelumnya,

maka dalam penelitian ini dirumus-
kan pertanyaan penelitian sebagai
berikut:

1) Apakah indikator kinerja da-
lam sistem pengukuran kiner-
ja pemerintah Kota Surakarta
dari perencanaan strategis
hingga pelaporan kinerja te-
lah menunjukkan kesesuaian
informasi  (hubungam yang
logis)?

2) Bagaimana model perfor-
mance blueprint dengan pen-
dekatan OPM&M  dapat
digunakan untuk mengeval-
uasi indikator Kinerja
pemerintah Kota Surakarta.

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah

untuk:

1) Menunjukkan kesesuaian in-
formasi (hubungan logika)
indikator kinerja perintah ko-
ta Surakarta dalam sistem
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

2) Menjelaskan indikator kinerja
yang digunakan pemerintah
Kota Surakarta sebagai uku-
ran kesuksesan dalam men-
capai sasaran kinerja dengan
pendekatan OPM&M.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep New Public Man-
agement
Menurut Chrishtopher Hood
(1991). Konsep NPM mengandung
Tujuh komponen utama (doktrin)
sebagai berikut:

a. Manajemen profesional di
sektor publik.

b. Adanya standar kinerja dan
ukuran Kinerja.

c. Penekanan yang lebih besar
terhadap pengendalian output
dan outcome.

d. Pemecahan unit-unit kerja di
sektor publik.

e. Menciptakan persaingan di
sektor publik.

f. Pengadopsian gaya mana-
jemen di sektor bisnis ke da-
lam sektor publik.

g. Penekanan pada disiplin dan
penghematan yang lebih be-
sar dalam  menggunakan
sumber daya.

Pengukuran kinerja merupakan

doktrin yang penting dalam konsep



NPM di bandingkan enam prinsip
lainnya.

Konsep NPM juga berkembang
di Amerika dengan nama reinventing
goverment yang dikembangkan oleh
David Oshborne dan Ted Gabler
(1992) yang mengandung sepuluh
prinsip. Salah satu prinsip yang pent-
ing dalam konsep tersebut adalah
pemerintah yang berorientasi pada
hasil, yakni result-oriented gover-
ment: funding outcome, not input.
Pemerintah yang berorientasi pada
hasil mampu membiayai hasil, bukan
masukan.

2.2 Sistem Akuntabilitas Kinerja

Sistem akuntabilitas kinerja in-
stansi  pemerintah di  Indonesia
dilaporkan setiap tahun dalam suatu
Laporan Akuntabilitas Kinerja In-
stansi Pemerintah (LAKIP) sebagai
wujud pertanggungjawaban instansi
pemerintah dalam mencapai misi dan
tujuan organisasi berdasarkan in-
struksi presiden Rl Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

2.3 Evaluasi

Pengertian evaluasi menurut Per-
aturan pemerintah Nomor 39 Tahun
2006 adalah rangkaian kegiatan yang
membandingkan realisasi masukan
(input) keluaran (output), dan hasil
(outcome) terhadap rencana dan
standar.

Di dalam pelaksanaannya,
kegiatan evaluasi dapat dilakukan

pada berbagai tahapan yang berbeda,
yaitu;

1. Evaluasi pada Tahap
Perencanaan (ex-ante), yaitu
evaluasi dilakukan sebelum
ditetapkannya rencana pem-
bangunan dengan tujuan un-
tuk memilih dan menentukan
skala prioritas dari berbagai
alternatif dan kemungkinan
cara mencapai tujuan yang te-
lah dirumuskan sebelumnya;

2. Evaluasi pada Tahap
Pelaksanaan (on-going), yaitu
evaluasi dilakukan pada saat
pelaksanaan rencana pem-
bangunan untuk menentukan
tingkat kemajuan pelaksanaan
rencana dibandingkan dengan
rencana yang telah ditentukan
sebelumnya, dan

3. Evaluasi pada Tahap Pasca-
Pelaksanaan (ex-post), yaitu
evaluasi yang dilaksanakan
setelah pelaksanaan rencana
berakhir, yang diarahkan un-
tuk melihat apakah pen-
ca-
paian(keluaran/hasil/dampak)
program mampu mengatasi
masalah pembangunan yang
ingin dipecahkan. Evaluasi
ini digunakan untuk menilai
efisiensi (keluaran dan hasil
dibandingkan masukan),
efektivitas (hasil dan dampak
terhadap sasaran), ataupun
manfaat (dampak terhadap
kebutuhan) dari suat program



2.4 Kinerja

Kinerja merupakan gambaran
mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan da-
lam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi organisasi yang tertu-
ang dalam perumusan skema strate-
gis (strategic planning) suatu organ-
isasi (Bastian, 2006). Sedangkan
menurut Peraturan Pemerintah No-
mor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah yang dimaksud dengan
kinerja adalah keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang hendak atau
telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuanti-
tas dan kualitas terukur. Secara
umum dapat juga dikatakan bahwa
kinerja merupakan prestasi yang
dapat dicapai oleh organisasi dalam
periode tertentu. Untuk mengetahui
keberhasilan atau kegagalan suatu
organisasi maka seluruh aktivitas or-
ganisasi tersebut harus dapat diukur.

2.5 Tingkatan Indikator Kinerja
Proses input, activities, output,
dan outcome  merupakan cermin
tingkatan atau level dalam tahapan
formulasi suatu rencana mulai dari
identifikasi ~ permasalahan, cara
mengatasi, kebijakan yang diambil,
gambaran Kkegiatan, hingga biaya
yang diperlukan. Masing-masing
tahapan yang direncanakan itu, dapat
diukur capaiannya. Ukuran untuk
masing-masing tahapan adalah indi-
kator yang sesuai dengan sasaran

atau target yang disepakati bersama
oleh para pemangku kepentingan se-
hingga capaian atau kinerja masing-
masing level dapat dievaluasi.

Menurut materi  perencanaan

Bappenas Tahun 2009, ukuran Kiner-
ja bisa dibedakan menjadi beberapa
tingkatan antara lain:

a. Indikator masukan (input),
merupakan indikator yang
menjelaskan jumlah sumber
daya yang dimiliki oleh or-
ganisasi baik itu berupa sum-
ber daya manusia, peralatan,
anggaran, material dan se-
luruh  sumber daya yang
digunakan untuk
melaksanakan kegiatan.

b. Indikator keluaran (output),
merupakan indikator yang
menjelaskan keluaran lang-
sung dari kegiatan yang dil-
akukan oleh organisasi

c. Indikator hasil (outcome).
Merupakan indikator yang
menjelaskan hasil yang di-
capai akibat indikator
keluaran yang dicapai se-
hingga mampu memberikan
hasil kepada organisasi.

d. Indikator dampak (impact).
Merupakan indikator yang
menjelaskan dampak positif
maupun dampak negatif dari
kegiatan yang telah di lak-
sanakan.



2.6 Tinjauan Dari Teori Insti-
tusional

Teori institusional menjadi pent-
ing pada penelitian ini, hal ini
dikarenakan dalam penyusunan indi-
kator kinerja, terdapat beberapa hal
yang membuat penyusunnya konsis-
ten dalam melakukan penyusunan
indikator  kinerja sesuai dengan
aturan dan kaidah yang ada.

Pada intinya, Keputusan yang di-
ambil oleh organisasi di pengaruhi
olen adanya organisasi lain yang
memiliki pengaruh terhadap organ-
isasi, sehingga membuat organisasi
harus menyesuaikan dengan keadaan.

Proses bagaimana organisasi me-
nyesuaikan diri terbagi atas tiga, an-
tara lain:

1. Coercive isomorphism yaitu
proses penyesuaian organisasi
karena adanya paksaan yang
mengharuskan organisasi
mau tidak mau harus mengi-
kuti aturan yang ditetapkan
oleh organisasi lain yang
menjadikan aturan tersebut
sebuah keharusan oleh organ-
isasi.

2. Mimetik isomorphism vyaitu
proses menyesuaikan diri or-
ganisasi karena hanya ikut-
ikutan dengan organisasi lain,
hal ini biasanya terjadi karena
melihat organisasi lain men-
jadi sukses karena aturan
yang mereka jalani, sehingga
membuat  organisasi ikut
menggunakan aturan tersebut.

3. Normative isomorphism yaitu
proses menyesuaikan  diri
dengan organisasi karena or-
ganisasi mengetahui  dan
memahami  bahwa aturan
yang diterapkan pada organ-
isasi lain merupakan aturan
yang benar dan layak untuk
diterapkan. Organisasi mam-
pu sampai pada tahap Norma-
tive  isomorphism  karena
adanya proses edukatif atau
pembelajaran  sebelumnya,
sehingga organisasi mampu
membedakan mana boleh dii-
kuti dan mana yang tidak
boleh diikuti.

2.7 Logic Model
Mcloughlin  (1999) menga-
takan bahwa logic model adalah sua-
tu alat (tool) yang mampu mem-
berikan  menggambarkan  Kinerja
mengenai program yang ingin dijal-
ankan. Sekitar 20 tahun terakhir logic
model telah digunakan untuk dapat
merencanakan sebuah kegiatan yang
mampu mengubah situasi yang ingin
diubah pada sebuah organisasi se-
hingga tidak memberikan dampak
yang negative, melainkan mem-
berikan dampak positif pada sebuah
kegiatan yang dijalankan.. Dalam
logic model akan mempelajari ten-
tang beberapa hal, seperti antara lain:
1. Bagaimana menetapkan suat
program dengan berbasis logic
model
2. Bagaimana memanfaatkan logic
model untuk mengembangkan



hasil yang berorientasi
rencana kerja.
3. Bagaimana
ukuran Kinerja.
4. Bagaimana menggunakan logic
model untuk merespon situasi
yang ada.

Logic model diawali dengan
melihat situasi yang terjadi pada se-
buah organisasi, lalu menetapkan
situasi apa yang ingin diubah, setelah
menetapkan situasi yang ingin diu-
bah kemudian mencari prioritas yang
diutamakan untuk mengubah situasi
tersebut, setelah itu bisa ditetapkan
program dan kegiatan yang ingin
digunakan untuk mencapai situasi
yang diinginkan. Untuk menggelar
kegiatan tersebut sebelumnya dibu-
tuhkan masukan (input) yang di da-
lamnya terdiri dari seluruh sumber
daya yang mampu digunakan oleh
organisasi, setelah itu nantinya akan
menghasilkan output yang akan
berdampak pada perubahan situasi
(outcome) pada organisasi.

pada

mengidentifikasi

2.8 OPM&M (Ongoing Perfor-
mance Measurement And Man-
agement Approach) / Perfor-
mance Blueprint
Pendekatan = OPM&M  juga

mengkolaborasikan Friedman’s four

quadrant approach (2000) untuk
mengidentifikasi kualitas indikator
kinerja dengan membagi kualitas in-
dikator kinerja ke dalam empat bagi-
an yakni usaha (efffort) dan pengaruh

(effect) serta terbagi atas kuantitas

dan kualitas. Berikut ini gambaran

pengukuran Kkinerja menggunakan
model performance blueprint adalah
sebagai berikut:
Gambar 2.5 Model Perfor-
mance Blueprint

The Performance Blueprint

Providers,
Vendors,

Collaborator

OUTPUTS

OUTCOME

uantity | Quality

ACTIVITIES,
Effprt

service Delivery

Outcomes

INPUTS STRATEGIES,
3
RESCURCE &

P SERVICES

Efffect ‘

uzntity [ Qualitv

oo oW MoE D

Community
Outcomes

Clients &
Customers

Friedman's {2000]
Fouwr-Cad ramt
cpproach

Sumber: Ohio University
(2002)

Menurut  Friedman (2005)
bahwa semua sistem akuntabilitas
kinerja (performance acccountabil-
ity) ditetapkan dengan cara ukuran
(indikator) dan kualitas (quantity)
dari upaya (effort) dan dampak (ef-
fect). Friedman menggabungkan dua
perspektif ukuran kinerja yang ber-
beda tersebut untuk menghasilkan
kategori antara lain sebagai berikut:
1. Kuantitas upaya (quantity) of

effort) seberapa banyak pela-
yanan yang diberikan?

2. Kualitas upaya (quality) of ef-
fort) seberapa baik pelayanan
yang diberikan?

3. Kuantitas dampak (quantity) of
effect) berapa banyak pelanggan
menjadi lebih baik?

4. Kualitas dampak (quality) of ef-
fect) berapa persen pelanggan
menjadi  lebih  baik  atau
bagaimana mereka menjadi lebih
baik?




2.9 PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian mengenai
pengukuran Kkinerja sektor publik pa-
da instansi pemerintah maupun
pemerintahan daerah di antaranya:

Marvin (2012) meneliti
mengenai  penyusunan indikator
kinerja pada pemerintah daerah ka-
bupaten Bantul dengan hasil bahwa
indikator kinerja pemerintah kabu-
paten Bantul belum menunjukkan
kesesuain informasi (hubungan yang
logis).

Wuryandari memberikan kes-
impulan dalam tesis yang berjudul
Evaluasi  Penyusunan Indikator
Kinerja (Studi pada Universitas Gad-
jah Mada) Evaluasi atas penyusunan
indikator kinerja menggunakan mod-
el performance blueprint menunjuk-
kan hasil: indikator kinerja rutin se-
bagian besar masih bersifat delivery
service yaitu masih berorientasi pada
proses kegiatan dan indikator kinerja
kegiatan pengembangan sudah lebih
berorientasi pada Community out-
come yaitu kegiatan sudah mem-
berikan manfaat kepada pengguna
layanan..

Laurentius  (2013) pada
penelitiannya tentang Analisis Kiner-
ja pada Pemerintah Kota Yogyakarta
menyimpulkan antara lain;

1. Indikator kinerja pemerintah ko-
ta Yogyakarta belum menunjuk-
kan kesudian informasi yang
logis sejak dokumen
perencanaan disusun hingga
dokumen pelaporan kinerja pada

LAKIP dalam sistem AKIP

2. Indikator kinerja SKPD/unit ker-
ja masih menunjukkan indikator
basis hasil (result-based perfor-
mance indikator)

3. Indikator kinerja SKPD/unit ker-
ja belum sepenuhnya men-
dukung kinerja pemerintah Kota
Yogyakarta.

3 RANCANGAN PENELITIAN
3.1 Rasionalitas Objek Penelitian

Objek penelitian ini dil-
akukan pada Pemerintah Kota Sura-
karta ~ Provinsi  jawa  tengah.
Pemerintah Kota Surakarta merupa-
kan organisasi yang seharusnya telah
melaksanakan konsep new public
management (NPM) vyaitu mana-
jemen Kinerja yang berbasis outcome
dalam rangka untuk mewujudkan
akuntabilitas publik kepada
masyarakat.

Implementasi sistem akunta-
bilitas kinerja instansi pemerintah
menurut Inpres No 7 tahun 1999 su-
dah seharusnya dilaksanakan oleh
perintahan Kota Surakarta sejak
perencanaan strategis sampai pen-
gukuran dan evaluasi kinerja yang
dilaporkan melalui Laporan Akunta-
bilitas dan  Kinerja  Instansi
pemerintah  (LAKIP) setiap ta-
hunnya. Pemilihan objek penelitian
juga memperhatikan kondisi jarak
dan keterbatasan waktu.

Selanjutnya untuk menjelas-
kan  hasil  penelitian,  peneliti
melakukan observasi, penyebaran
kuesioner dan wawancara terstruktur



serta studi dokumentasi dengan
tujuan untuk menggali informasi
yang lebih mendalam.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan
metode studi kasus pada objek yang
akan diteliti dengan pendekatan
kualitatif. Secara umum studi kasus
telah banyak digunakan oleh para
peneliti dilapangan seperti penelitian
ilmu-ilmu sosial, ekonomi, mana-
jemen, politik, psikologi masyarakat,
sosiologi, administrasi umum dan
penelitian kebijakan.

3.3 Data Atau Sumber Data

Data penelitian dan informasi
yang dikumpulkan oleh penulis
berupa data primer dan data sekunder
antara lain:

1. Data Primer merupakan data
yang dikumpulkan secara lang-
sung melalui objek penelitian
yakni pemerintah Kota Surakarta
melalui  kuesioner dan wa-
wancara.

2. Data Sekunder adalah Data yang
dikumpulkan oleh penulis me-
lalui studi kepustakaan yaitu
dengan cara mempelajari buku-
buku, literatur-literatur  yang
berhubungan  dengan  objek
penelitian yang dipilih dan
penelitian ini juga dilakukan
dengan pencarian data melalui
internet dengan mengunjungi
website yang ada relevansinya
dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Dan Analisis Pengum-
pulan Data
Prosedur dan teknik pengum-
pulan data dilakukan melalui riset
lapangan dan riset kepustakaan se-
bagai berikut:

3.4.1 Riset Lapangan (field re-
search)

Riset lapangan adalah riset
yang dilakukan dengan mendatangi
secara langsung unit kerja yang men-
jadi objek  penelitian  vyaitu
Pemerintah Kota Surakarta mengam-
bil SKPD yang terpilih menggunakan
metode sebagai berikut:

1. Dokumentasi
2.  Wawancara Terstruktur
3. Kuisioner

3.4.2 Riset Kepustakaan (library
research)

Riset kepustakaan adalah
riset pengumpulan data dengan
membaca hal-hal yang berhubungan
dan ada keterkaitannya dengan masa-
lah yang akan diteliti dalam rangka
mengumpulkan informasi dibutuh-
kan.

3.5 Validitas Dan Reabilitas Data
Aspek  kesahihan  dalam

penelitian ini digunakan melalui tri-

angulasi. Patton dalam moleong

(2007) membedakan jenis teknik tri-

angulasi sebagai berikut;

1. Triangulasi data,

2. Triangulasi pengamat,

3. Triangulasi metode.
Sedangkan menurut William



wiersma dalam Sugiono (2009)
membedakan jenis triangulasi men-
jadi tiga jenis yang bisa digunakan
untuk menguji  keabsahan data
penelitian kualitatif, antara lain;

1. Triangulasi sumber data

2. Triangulasi teknik pengum-

pulan data.

3. Triangulasi Waktu pengum-
pulan data.
Penelitian ini menggunakan

keseluruhan  triangulasi  tersebut
sesuai dengan kebutuhan dalam
pengumpulan data sehingga kesa-
hihan dapat terjadi.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data meliputi
model penelitian, alat analisis dan
metode analisis data sebagai berikut

3.6.1 Model Penelitian

Gambaran sederhana model
rancangan penelitian dibuat agar
mempermudah peneliti  memahami
arah dan tujuan dari masalah yang
akan diteliti. Analisis  yang dil-
akukan  dalam  penelitian  ini
menggunakan model performance
blueprint dan four quadrant analysis
yang digunakan sebagai alat Evaluasi
hasil kinerja pemerintah daerah Kota
Surakarta.

3.6.2 Alat Analisis
Alat analisis yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi:
a. Logic Model Performance Blue-
print
b. Four Quadrant Analisis

3.6.3 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif sehingga perlu
melakukan beberapa langkah analisis
penelitian kualitatif, dengan
melakukan beberapa tahapan berikut
ini:

1. Analisi alur logika
perencanaan strategis

2. Analisis indikator kinerja

3. Pembuatan peta indikator
Kinerja

4. Analisis deskriptif atas proses
sebelumnya

5. Pengambilan kesimpulan

4 PEMAPARAN TEMUAN IN-
VESTIGASI KASUS
4.1 Kesesuaian Indikator kinerja
Pemerintah Kota Surakarta
Sasaran kinerja yang telah
ditetapkan dalam RPJMD sudah
seharusnya  di lakukan  dan
dilaporkan oleh pemerintah kota Su-
rakarta dengan menjadikan sasaran
strategi pada dokumen tahunan sep-
erti RKPD, TAPKIN, dan LAKIP.
Hal ini dikarenakan penetapan
RPJMD merupakan Peraturan Dae-
rah yaitu Perda RPJM Nomor 12 Ta-
hun 2010, sehingga hal ini merupa-
kan suat keharusan bagi pemerintah
kota Surakarta untuk memenuhinya.
Pengujian model logika dil-
akukan untuk mengetahui alur pikir
dan keselarasan antara dokumen
kinerja mulai dari perencanaan
(RPJIMD, RKPD, dan TAPKIN)
sampai pada tingkat pengukuran dan



pelaporan yang disajikan pada
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja
(LAKIP) Pemerintah Kota Surakarta.

Dari analisis melalui model
alur pikir sebagaimana pada digam-
barkan pada gambar 5.1 dapat
ditemukan perbedaan indikator pada
dokumen perencanaan dan pelaporan
kinerja dengan hasil sebagaimana
pada tabel 5.2 sebagai berikut

Tabel 5.2
Perbandingan Jumlah Sasaran
Kinerja Pada Dokumen
RPJMD, RKPD, TAPKIN

dan LAKIP
Misi RPJMD | RKPD | TAPKIN | LAKIP
Misi #1 15 15 9 13
Misi #2 6 6 3 6
Misi #3 5 5 3 6
Misi #4 10 10 4 4
Misi #5 6 6 118 118
Misi #6 10 10 7 7
Misi #7 10 10 8 8
Misi #8 14 14 10 10
Misi #9 5 5 5 4

Sumber: diolah dari hasil analisis
Logic Model

4.1.1 Ketidaksesuaian  Sasaran
Kinerja Pada Dokumen
Perencanaan Dan Dokumen
Pelaporan
Ketidaksesuaian sasaran

kinerja pada dokumen perencanaan

dan dokumen pelaporan Kkinerja
disebabkan adanya sasaran Kkinerja
yang berkurang dari dokumen

RPJMD dan RKPD atau bertambah

pada dokumen LAKIP dan TAPKIN

atau karena adanya pemecahan sasa-

ran Kinerja Secara spesifik dapat diu-
raikan ketidakselarasan temuan indi-

kator kinerja dengan empat ke-
lompok sebagai berikut:

1. Pengurangan sasaran kinerja
2. Penambahan sasaran kinerja.
3. Pemecahan sasaran kinerja

4. Sasaran Kinerja Yang Tidak

Mendukung Misi

4.1.2 Ketidaksesuaian Indikator
Kinerja Pada Dokumen
Perencanaan Dan Dokumen
Pelaporan

Untuk analisis logic model

pada bagian ini lebih mengarah pada

dokumen perencanaan (TAPKIN)
dan dokumen pelaporan (LAKIP) hal
ini dikarenakan penyusunan indi-
kator kinerja output dilaporkan pada
dokumen TAPKIN dan LAKIP untuk

RPJMD dan RKPD menyusun indi-

kator kinerja berbasis program dan

prioritas.

1. Indikator Kinerja
Perencanaan (TAPKIN) Tid-
ak Dievaluasi Pada LAKIP

2. Pengukuran Indikator Kinerja
Yang Tidak Direncanakan
Dalam Tapkin Namun
Dilaporkan di Lakip

3. Penyempitan Indikator Kiner-
ja

4.1.3 Dukungan Indikator Kiner-

ja TUPOKSI (Tugas Pokok

dan Fungsi) SKPD (Satuan

Kerja Perangkat Daerah)

Perencanaan dan pelaporan



yang tertuang dalam beberapa doku-
men sistem akuntabilitas dan kinerja
instansi pemerintah Kota Surakarta
yang dapat menerangkan indikator
kinerja yang direncanakan dan di-
capai oleh Pemerintah Kota Surakar-
ta terdapat pula indikator Kinerja
yang dalam Dokumen tersebut yang
merupakan indikator Kinerja TU-
POKSI SKPD atau dukungan indi-
kator kinerja SKPD.

Beberapa temuan yang di-
peroleh dari analisis logic model
menerangkan beberapa ketidaks-
esuaian informasi atas dokumen
perencanaan hingga pelaporan yang
terjadi pada lingkup SKPD kota Su-
rakarta. Temuan tersebut terdiri dari
beberapa poin, yaitu terdapat indi-
kator Kkinerja tapi tidak dilaporkan
begitu juga sebaliknya. Pada bagian
ini akan dijelaskan mengenai temuan
tersebut.

1. Indikator Kinerja Yang Di
Rencanakan Namun Tidak
Dilaporkan.

2. Indikator ~ Kinerja  Yang
Dilaporkan Namun Tidak Di
Rencanakan

3. Pemecahan (Split) Indikator
Kinerja

4. Indikator  Kinerja  Tidak

Dilaporkan Lengkap Pada Sa-
tu Sasaran Strategi

4.2 Analisis empat kuadran (four
qguadrant analysis)
Analisis indikator  kinerja
dengan menggunakan analisis empat
kuadran yang termasuk dalam bagian

ongoing performance Management
and measurement akan memperlihat-
kan  kondisi indikator  Kinerja
pemerintah Kota Surakarta dalam
suat peta indikator. Indikator yang
digunakan dalam analisis ini adalah
indikator kinerja sehingga akan
menunjukkan apakah pro-
gram/kegiatan tersebut sudah
mengarah kepada manfaat pelayanan
atau manfaat komunitas.

Indikator kinerja hasil dalam
analisis ini mengambil data LAKIP
tahun 2012 yang kemudian dengan
pendekatan empat kuadran (four
quadrant approach) yang dikem-
bangkan oleh Friedman akan diiden-
tifikasi ke salah satu dari empat ko-
lom yang mencerminkan peta indi-
kator kinerja . kolom identifikasi ter-
sebut berisikan gabungan antara
usaha (effort) dan dampak (effect)
serta kuantitas dan kualitas, yaitu ko-
lom quantity of effrot, quality of ef-
fort, quantity of effect dan quality of
effect. Kolom kuantitas akan menc-
erminkan kasus individu dan hi-
tungan jumlah sedangkan kolom
kualitas akan mencerminkan tingkat
perbandingan, rasio, dan persentase.
Jumlah indikator kinerja yang diiden-
tifikasi mengikuti banyaknya sasaran
Kinerja yang ingin dicapai. Total in-
dikator kinerja tersebut sebesar 357
indikator kinerja yang dibagi di se-
tiap pencapaian misi. Hasil identifi-
kasi indikator Kkinerja dalam empat
kolom disajikan secara rinci pada
lampiran 11l. Keseluruhan hasil iden-
tifikasi indikator kinerja disajikan



secara ringkas berdasarkan 9 ke-
lompok sebagaimana disajikan pada
tabel 5.12.

Tabel 5.12
identifikasi indikator kinerja output
menurut aspek effort dan efect

Tabel 5.13 identifikasi indikator
Kinerja output menurut aspek effort
dan effect (TUPOKSI SKPD)

effort effect

indikator kinerja

Qty |Qlt| Qty |Qlt

TUPOKSI SKPD

215 19 20 23

indikator effort effect
kinerja per
kelompok
misi Qty Qlt Qty Qlt
misi #1 15 4 4 5
misi #2 5 1 1 4
misi #3 1 11 0 0
misi #4 8 7 0 2
misi #5 51 11 8 62
misi #6 55 1 0 0
misi #7 13 11 4 0
misi #8 24 31 1 1
misi #9 6 1 9 0
jumlah 178 78 27 74
Keterangan: Qty: quantity dan QlIt:
Quality

Sumber: diolah dari hasil analisis
four Quadrant analysis

Selain itu peneliti juga
melakukan analisis empat kuadrant
pada indikator kinerja output yang
diluar dari pencapaian misi RPJIMD,
namun peneliti merasa hal ini sangat
perlu mengingat indikator Kinerja
pada bagian ini merupakan indikator
kinerja Tupoksi SKPD walaupun tid-
ak terpasuk dari pencapaian misi
RPJMD, namun secara tidak lang-
sung TUPOKSI SKPD sangat ber-
peran dalam pelayan baik internal
maupun eksternal pemerintahan kota
Surakarta.

Sumber: Diolah dari analisis four
guadrant analysis

Hasil identifikasi indikator
Kinerja baik untuk pencapaian
RPJMD maupun TUPOKSI SKPD
akan dimasukkan ke dalam peta in-
dikator kinerja sebagaimana nanti
akan dibahas pada bab6.

5. ANALISIS DAN DISKUSI
HASIL INVESTIGASI KA-
SUS

5.1 Analisis Alur Logika

Perencanaan Strategis

Beberapa permasalahan
mengenai  penyusunan indikator
kinerja telah dipaparkan pada hasil

temuan investigasi kasus di Bab V,

permasalahan permasalahan indi-

kator Kinerja tersebut adalah kes-
esuaian indikator Kinerja pemerintah
kota Surakarta yang dapat diringkas
berdasarkan kelompok permasalahan
yaitu. (1) sasaran kinerja (2) indi-
kator kinerja Pemerintah Kota Sura-
karta dan (3) indikator Kinerja TU-

POKSI SKPD pemerintah kota Sura-

karta.

5.2  Analisis Empat Kuadran
(Four Quadrant Analysis)
Dalam analisis model Ongo-

ing Performance Management and

Measurement atau dikenal dengan




Performance Blueprint, analisis dim-
ulai dengan mengidentifikasi indi-
kator kinerja output dalam aspek
upaya dan dampak (effort & effect)
selanjutnya membuat peta indikator
kinerja dengan menggunakan analisis
yang telah dikembangkan oleh Friedman
yang dinamakan Four quadrant analy-
sis.

Four quadrant analysis meng-
gabungkan dua perspektif yang berbeda,
yaitu: (1) kuantitas dan kualitas; serta
(2) upaya (effort) dan dampak (ef-
fect), untuk menghasilkan kategori
sebagai berikut:

1. Quantity of effort, dengan per-
tanyaan: berapa banyak pela-
yanan di sediakan? (how much
service was provide?)

2. Quality of effort, dengan per-
tanyaan: seberapa baik pela-
yanan di sediakan? (how well
was the service provided?)

3. Quantity of effect, dengan per-
tanyaan:  seberapa  banyak
pelanggan/costumer merasa
keadaannya lebih baik? (how
many costumers are Better
off?)

4.  Quality of effect, dengan per-
tanyaan: berapa persen pelang-
gan merasa lebih baik? (what
percent of costumers are Better
off?) dan bagaimana keadaan
mereka menjadi lebih baik?
(how are they Better off)

5.2.1 Analisis Empat Kuadran
(Four Quadrant Analy-
sis) Kota Surakarta

Sebagaimana hasil analisis

yang telah dilakukan terhadap indi-
kator Kkinerja pemerintah kota Sura-
karta demi mencapai visi misi yang
telah ditentukan pemerintah kota Su-
rakarta maka telah ditemukan peta
indikator Kkinerja yang menggam-
barkan kualitas dari indikator Kinerja
pemerintah  kota Surakarta.Untuk
lebih jelasnya akan diurutkan sesuai
dengan prioritas penyusunan indi-
kator kinerja yang baik menurut four
qguadrant analysis, maka hasilnya
sebagai berikut:

1. Quantity of effort 178
2 Quality of effort . 78
3. Quantity of effect 27
4 Quality of effect 174

5.2.2 Analisis Empat Kuadran
(Four Quadrant Analy-
sis) SKPD

Analisis empat kuadara pada
SKPD memberikan gambaran yang
hampir mirip dengan indikator kiner-
ja pada pemerintah kota Surakarta
yang lebih cenderung kepada pem-
berian layanan kepada masyarakat
berbasis pada jumlah dari layanan
yang diberikan yang tidak menitik
beratkan apakah layanan yang
diberikan telah mampu mengubah
kondisi yang diharapkan pada sasa-
ran strategis yang ingin dicapai pada

TUPOKSI SKPD Kota Surakarta.

Indikator Kkinerja jika diurut-
kan sesuai dengan kondisi yang ter-
baik menurut analisis empat kuadran
dari Friedman maka dapat ditampil-
kan urutan indikator kinerja sebagai
berikut:



1. Quantity of effort 214
2. Quality of effort 19
3. Quantity of effect 121
4.  Quality of effect 23

53  Analisis Hasil Wawancara

Dan Kuesioner

Analisis hasil wawancara dan
kuesioner dilakukan melalui bebera-
pa tahap sampai pada penarikan kes-
impulan untuk memperoleh jawaban
atas kendala-kendala yang dihadapi
dalam penyusunan dan pelaporan
indikator  Kkinerja. Data dalam
penelitian ini diperoleh melalui wa-
wancara dan kuesioner dengan re-
sponden yang berasal dari instansi
lingkup pemerintah kota Surakarta.

5.3.1 Reduksi Data

Data yang ingin diperoleh
dari hasil wawancara dan kuesioner
berkenaan dengan kendala-kendala
dalam penyusunan indikator kinerja.
Di samping itu dalam rangka untuk
memperoleh informasi atas tim-
bulnya permasalahan yang
ditemukan dalam analisis atas doku-
men perencanaan dan pelaporan
kinerja (logic model analysis). Re-
duksi data dilakukan untuk mem-
fokuskan pada permasalahan yang
sedang diteliti dengan mengurangi
atau menghilangkan beberapa hal
yang tidak mempunyai keterkaitan
dengan permasalahan. Hasil wa-
wancara yang diketik merupakan
hasil reduksi dari jawaban responden
yang terkait langsung dengan fokus
penelitian.  Sedangkan  jawaban

kuesioner sudah lebih terarah dan
mengarah pada maksud pertanyaan
dan pilihan jawaban yang diajukan
peneliti.

5.3.2 Kategorisasi

Proses selanjutnya adalah
melakukan kategorisasi hasil wa-
wancara dan kuesioner dengan
mengelompokkan isu-isu atau ide-ide
yang memiliki kesamaan. Pada tahap
ini penulis membagi ke dalam tiga
kategori yaitu: (1) kendala penyusu-
nan indikator Kkinerja; (2)kendala
pengukuran/evaluasi indikator kiner-
ja; (3) tanggapan atas permasalahan
indikator Kinerja.

Kategorisasi telah dilakukan
penulis sebelumnya terhadap hasil
temuan investigasi melalui analisis
dokumen melalui analisis dokumen
sehingga pertanyaan wawancara dan
kuesioner telah mengarah pada
sebab-sebab untuk menemukan ken-
dala atas penyusunan indikator kiner-
ja maupun pengukuran/evaluasinya.

Dalam kategorisasi penulis
mengelompokkan dengan mengum-
pulkan kata kunci dari beberapa ja-
waban alhasil wawancara dan
kuesioner sebagai berikut;

5.3.2.1 Kendala Atas penyusunan
Indikator

Kendala penyusunan indi-

kator diperlukan untuk mengetahui

hal-hal yang dialami pelaksana teknis

dalam penyusunan indikator Kinerja

yang menyebabkan terjadinya ketid-



akselarasan penyusunan indikator
kinerja baik pada tingkat pemerintah
Kota Surakarta maupun tingkat
SKPD/Unit Kerja.

5.3.2.2 Kendala pengukuran/
Evaluasi Capaian Indi-
kator Kinerja.

Kendala pengukuran indi-
kator diperlukan untuk mengetahui
hal-hal yang dialami pelaksana teknis
dalam melakukan pengukuran dan
evaluasi indikator Kinerja sehingga
terjadinya beberapa indikator kinerja
yang tidak selaras maupun tidak
diukur dan dievaluasi dalam LAKIP
baik tingkat pemerintah kota Sura-
karta maupun tingkat SKPD.

5.3.2.3 Tanggapan atas permasala-
han indikator
Tanggapan atas permasalahan
indikator kinerja ini akan mengetahui
sikap atau perilaku/motivasi dalam
penyusunan dan evaluasi indikator
kinerja dengan memperlihatkan hasil
evaluasi terhadap respons dan tang-
gapan dari pihak pelaksana teknis
atas penyusunan indikator Kinerja.

5.3.3 Sintesisasi

Pada tahap sintesisasi, penulis
mengaitkan setiap hasil wawancara
ataupun jawaban kuesioner antara
satu responden lainnya yang mem-
iliki kesamaan ide/pokok pikiran un-
tuk dapat ditarik suat kesimpulan.
Hasil sintesisasi setelah dilakukan
proses kategorisasi adalah sebagai
berikut:

5.3.3.1Kendala atas penyusunan
Indikator Kinerja

Pada tahap sintesisasi kendala
penyusunan indikator Kinerja mem-
berikan hasil antara lain perbedaan
acuan penyusunan , SDM yang
terbatas dan Pemahaman yang Kku-
rang.

5.3.3.2Kendala atas penguku-
ran/evaluasi Indikator
Kinerja
Sintesisasi pada bagian ken-
dala atas pengukuran atau evaluasi
indikator kinerja memberikana hasil
anatara lain;
1. Alat ukur yang tidak sera-
gam
2. Pemahaman yang kurang
3. Keterbatasan SDM

5.3.3.3 Tanggapan evaluasi indi-
kator kinerja

Tanggapan mengenai hasil
evaluasi indikator kinerja yang di
lakukan sebelumnya lalu dikonfirma-
si melalui wawancara dan kuesioner
memberikan  beberapa gambaran
mengapa temuan-temuan bisa terjadi,
antara lain masih banyak ketidaks-
esuaian informasi dari indikator
Kinerja untuk setian dokumen
perencanaan hingga pelaporan, selain
itu temuan yang menggambarkan
indikator kinerja pemerintah kota
Surakarta masih berbasis pada effort.
Hasil sintesisasi dari tanggapan nara-
sumber terdiri dari: (1) alat ukur ber-



beda (2) Perubahan peraturan (3)
Pemahaman yang kurang (4) For-
malitas

5.3.4 Penarikan Kesimpulan

1. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia untuk
melakukan penyusunan dan

pelaporan indikator kinerja pada
pemerintah kota Surakarta dan SKPD
masih sangat terbatas, hal ini sangat
mempengaruhi dalam penyusunan
indikator kinerja maupun penguku-
ran dan pelaporan Kkinerja.

Dalam wawancara dan kui-
sioner, diketahui bahwa beberapa
SKPD mengalami  permasalahan
mengenai SDM yang dimiliki, hal ini
bisa terjadi karena adanya mutasi
bagi pegawai yang telah mendapat-
kan pelatihan atau pegawai yang te-
lah berpengalaman dalam menangani
penyusunan indikator kinerja.

Solusi yang ditawarkan ada-
lah menambah pegawai yang me-
nangani indikator kinerja atau menu-
gaskan pegawai tambahan di saat
beban  kerja  penyusunan dan
pelaporan kinerja meningkat.

2. Pemahaman dan kapasitas

Hasil wawancara pada be-
berapa bagian dan SKPD yang me-
nangani sSecara teknis mengenai
penyusunan dan pelaporan indikator
kinerja menunjukkan ketidakpaham-
an mengenai penyusunan indikator
kinerja yang  baik, sehingga
menghasilkan  beberapa masalah
pokok yang menjadikan ketidaks-
esuaian informasi pada dokumen

perencanaan hingga pelaporan.

Masalah lain yang timbul dari
ketidakpahaman mengenai penyusu-
nan indikator kinerja membuat be-
berapa indikator kinerja tidak men-
dukung visi yang ingin dicapai oleh
perintah kota Surakarta. Selain itu,
beberapa indikator kinerja menjadi
lebih ke arah effort dalam hal
pelaporannya.

Solusi yang ditawarkan ada-
lah memberikan pelatihan, work-
shop, dan magang kepada pega-
wai/pelaksana teknis yang me-
nangani penyusunan dan pelaporan
kinerja baik di tingkat pemerintah
Kota Surakarta, maupun pada tingkat
SKPD/unit kerja. Seluruh jenis
pelatihan tersebut sebaiknya diberi-
kan secara bersama-sama oleh setiap
perwakilan unit kerja, SKPD, badan,
dan bagian pada pemerintah Kota
Surakarta.

3. Alat ukur yang belum jelas

Alat ukur untuk penyusunan
dan penetapan indikator Kinerja
masih belum seragam digunakan
oleh pemerintah kota Surakarta. Dari
hasil wawancara dan kuisioner hal
ini disebabkan karena IKU terlambat
dikeluarkan oleh pemerintah kota
Surakarta, sehingga dalam penyusu-
nan dan pelaporan indikator kinerja
pada pemerintah kota Surakarta dan
SKPD masing-masing menggunakan
pedoman yang berbeda-beda, ada
yang bebbasis RPJMD, adapula yang
menyesuaikan dengan sasaran ke-
mentrian  oleh  masing-maasing
SKPD yang memiliki kegiatan yang



menginduk pada pemerintah pusat.

Solusi yang ditawarkan agar
kedepannya RPJMD haruslah
mengakomodir seluruh perencanaan
sebagaimana  kebutuhan  setiap
SKPD, jika RPJMD betul-betul
mengikuti alur sistem akuntabilitas
instansi pemerintah (SAKIPO, maka
hal tersebut tidak akan terjadi, karena
sebagaimana  diketahui bahwa
RPJMD merujuk pada RPJP dan
RPJP nasional, sehingga alat ukur
yang nantinya dikeluarkan oleh
pemerintah mampu mengakomodir
seluruh kepentingan yang ada.

4. Formalitas

Masih  banyak indikator
kinerja yang dilaporkan dikerjakan
hanya sebatas formalitas untuk me-
menuhi  kewajiban dalam hal
penyusunan dan pelaporan indikator
kinerja, hal ini disebabkan karena
beberapa hal yang telah dijelaskan
pada bagian sebelumnya,.

Namun, terdapat hal penting
yang menjadi garis besar dalam
penelitian ini. Sebagian besar nara-
sumber hanya berpendapat bahwa
indikator kinerja yang di laporkan
dan disusun hanya untuk kepentingan
internal pemerintah kota Surakarta,
sebahagian besar belum memahami
bahwa indikator kinerja tersebut ada-
lah laporan yang menjadi konsumsi
publik sebagai “investor utama” atau
“wali amanat” yang sangat besar
pengaruhnya terhadap  penilaian
kinerja pemerintah kota Surakarta.

Solusi yang ditawarkan, keti-
ka para penyusun indikator kinerja

memahami hal ini, maka nantinya
penyusunan dan pertanggungjawaban
dari pelaporan indikator kinerja tidak
akan dikerjakan secara formalitas
saja.

5. Perubahan anggaran

Minimalnya anggaran meru-
pakan sala-satu hal yang menyebab-
kan beberapa pengukuran indikator
kinerja tidak dapat dilakukan, se-
hingga  menyebabkan  ketidaks-
esuaian informasi antara dokumen
perencanaan hingga  dokumen
pelaporan.

Solusi yang ditawarkan ada-
lah dengan mengalokasikan anggaran
yang dapat menunjang kegiatan ter-
sebut, atau melakukan perencanaan
sebaik-baiknya sesuai dengan ke-
mampuan pemerintah Kota Surakar-
ta, sehingga tidak menimbulkan sasa-
ran Kinerja tidak dapat dicapai sesuai
dokumen perencanaan yang telah
disepakati, sehingga terjadinya ketid-
aksesuaian informasi antara doku-
men perencanaan dan dokumen
pelaporan.

6. RINGKASAN, KES-
IMPULAN, KETERBATA-
SAN, DAN REKOMENDASI

6.1 Ringkasan

Sebagai bentuk dari tanggung
jawab pemerintahan kabupaten dan
kota dalam melakukan pengelolaan
sumber dayanya, pemerintah telah
menerbitkan instruksi presiden re-

publik Indonesia (Inpres) nomor 7

tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi pemerintah (AKIP).



Konsep NPM bisa dilihat dari Sistem
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah  (SAKIP)  merupakan
penerapan manajemen Kinerja pada
sektor publik yang sejalan dan kon-
sisten dengan penerapan reformasi
birokrasi, yang berorientasi pada
pencapaian outcomes dan upaya un-
tuk mendapatkan hasil yang lebih
baik.

Namun dalam realitanya hasil
evaluasi LAKIP Tahun 2012 oleh
Kemeneg PAN & RB bahwa ke-
banyakan LAKIP memiliki keku-
rangan antara lain, Belum selarasnya
dokumen-dokumen perencanaan,
ketidakmampuan mendefinisikan
kinerja dan Ketidakmampuan me-
nyusun indikator kinerja yang baik

Dari permasalahan tersebut,
penulis tertarik untuk melakukan
evaluasi atas penyusunan indikator
kinerja kota Surakarta.

Evaluasi ini bertujuan untuk
mengetahui apakah indikator kinerja
yang disusun pemerintah Kota Sura-
karta maupun unit kerja/SKPD dil-
akukan dengan sungguh-sungguh
sebagai suatu kebutuhan dan kemes-
tian dalam meningkatkan manajemen
kinerja pemerintah yang profesional
dan berorientasi pada hasil. Atau
hanya untuk memenuhi ketentuan
perundangan tanpa mengetahui esen-
sinya.

Pertanyaan yang akan dija-
wab dalam penelitian ini adalah
Apakah indikator kinerja dalam sis-
tem pengukuran kinerja pemerintah
Kota Surakarta dari perencanaan

strategis hingga pelaporan Kinerja
telah menunjukkan kesesuaian in-
formasi (hubungam yang logis)? Dan
Bagaimana model  performance
blueprint dengan pendekatan
OPM&M dapat digunakan untuk
mengevaluasi  indikator  Kinerja
pemerintah Kota Surakarta.

Tujuan penelitian ini adalah
untuk menunjukkan kesesuaian in-
formasi (hubungan logika) indikator
Kinerja perintah kota Surakarta dalam
sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dan menjelaskan indi-
kator kinerja yang digunakan
pemerintah Kota Surakarta sebagai
ukuran kesuksesan dalam mencapai
sasaran kinerja dengan pendekatan
OPM&M.

Agar dapat mengetahui ken-
dala pada saat melakukan implemen-
tasi penyusunan indikator Kinerja da-
lam kerangka SAKIP, maka hasil
dari analisis dokumen ditindaklanjuti
dengan melakukan wawancara dan
kuisioner kepada pihak yang terlibat
dalam penyusunan indikator kinerja
dengan tahapan menyusun transkrip
hasil wawancara, melakukan reduksi
data, kategori data, dan sintesisasi
data dan yang terakhir melakukan
penarikan kesimpulan.

Analisis indikator  kinerja
menggunakan model ongoing per-
formance Management and meas-
urement yang terdiri dari analisis
logic model dan four quadrant anal-
ysis

Analisis logic model dil-
akukan untuk menguji apakah telah



terjadi kesesuaian informasi antara
dokumen perencanaan hingga
pelaporan yang terdiri dari dokumen
RPIJMD, RKPD, TAPKIN, dan
LAKIP pada pemerintah kota Sura-
karta.

Analisis empat kuadran akan
menempatkan indikator kinerja pada
peta indikator dengan dua pendeka-
tan yaitu effort&effect serta quanti-
ty&quality. Selanjutnya dari hasil
evaluasi penyusunan indikator kiner-
ja pemerintah Kota Surakarta,
disusunlah suat kesimpulan dengan
mengemukakan keterbatasan
penelitian dan selanjutnya, penulis
mencoba menyampaikan saran-saran
perbaikan kepada pihak pemerintah
Kota Surakarta.

6.2  Kesimpulan

Penelitian  ini  merupakan
evaluasi yang menilai  proses
penyusunan indikator kinerja pada
pemerintah Kota Surakarta dengan
melakukan analisis atas sasaran
kinerja dan indikator kinerja pada
dokumen perencanaan dan pelporan
Kinerja.

Dari hasil pembahasan Bab
VI, dapat ditarik kesimpulan antara
lain:

1. Sasaran Kkinerja pada
dokumen perencanaan
hingga penguku-
ran/evaluasi kinerja pada
sistem akuntabilitas in-
stansi pemerintah belum
menggambarkan kes-
esuaian informasi (hub-

2.

ungan yang logis)

a. Indikator Kkinerja
pada pemerintah Kota
Surakarta dalam men-
capai visi misinya be-
lum menggambarkan
hubungan yang logis,
ketidaksesuaian  in-
formasi terjadi pada
indikator kinerja da-
lam dokumen
perencanaan dan
dokumen  pelaporan
Kinerja.

. indikator kinerja pada

TUPOKSI SKPD un-
tuk mendukung
tercapainya misi
pemerintah kota Sura-
karta juga terjadi
ketidaksesuaian in-
formasi (hubungan
yang logis) hal ini ter-
jadi tidak hanya pada
indikator Kinerja, sasa-
ran Kinerjanya juga
mengalami hal yang
serupa.  Penyusunan
dan penempatan
sistematika penulisan
indikator Kinerja pada
TUPOKSI SKPD
mengalami  ketidaks-
esuaian pada dokumen
perencanaan  hingga
dokumen  pelaporan
Kinerja.

3. Hasil evaluasi mengguna-

kan four quadrant analy-
sis memberikan gambaran



6.3

bahwa indikator kinerja
kota Surakarta sebagian
besar masih berfokus pa-
da service-delivery out-
come belum maksimal
pada pencapaian cum-
munity outcome. Hal ini
terjadi pada indikator
kinerja Pemerintah Kota
Surakarta dan TUPOKSI
SKPD Kota Surakarta
dengan persentase 72%
indikator Kinerja
Pemerintah Kota Surakar-
ta masih berfokus pada
service-delivery outcome
dan 84% indikator kinerja
TUPOKSI SKPD masih
berfokus pada service-
delivery outcome juga.

Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut;

1.

Penelitian ini hanya berfokus
pada evaluasi proses
penyusunan indikator kinerja
tanpa mengevaluasi apakah
indikator Kinerja ~ yang
dilaporkan pada pemerintah
kota Surakarta telah tercapai
sebagaimana yang
dilaporkan.

Dokumen-dokumen yang
diteliti tidak menjelaskan in-
dikator kinerja dengan satuan
yang sama, sehingga mem-
batasi peneliti dalam
melakukan  evaluasi  kes-
esuaian informasi pada indi-

6.4

kator Kinerja.

penelitian hanya dilakukan
pada pemerintah Kota Sura-
karta dengan karakteristiknya
yang membuat hasil
penelitian ini tidak bisa di
generalisasi secara umum un-
tuk pemerintah kota atau Ka-
bupaten di Indonesia walau-
pun memiliki hasil evaluasi
yang sama dari penilaian
Kemenpan&RB yang dibantu
oleh BPKP.

Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan hasil

penelitian sebagaimana dikemukakan
pada bagian sebelumnya dan ken-
dala-kendala dalam penyusunan in-

dikator

kinerja, maka peneliti

menyarankan kepada pemerintah ko-
ta Surakarta sebaiknya melakukan
hal-hal berikut;

1.

Menyusun indikator Kkinerja
untuk setiap dokumen pada
sistem akuntabilitas instansi

pemerintah dengan
menggunakan model ongoing
performance ~ Management

and measurement yang dida-
lamnya menggunakan alat
Logic model untuk membantu
pemerintah kota Surakarta
menyediakan informasi yang
memiliki  hubungan yang
logis anata dokumen
perencanaan dan dokumen
pelaporan.

Indikator Kkinerja output pada
pemerintah kota Surakarta



sebaiknya disusun dengan
fokus diarahkan untuk men-
capai Community outcome
yang bisa dibuat dengan

pemetaan  four quadrant
analysis
3. Pemerintah kota Surakarta

sebaiknya melakukan pelati-
han yang berkesinambungan
yang melibatkan seluruh per-
wakilan yang berkepentingan
dalam melakukan penyusunan
dan  pelaporan indikator
kinerja dengan melibatkan
perguruan tinggi yang berk-
ompeten dalam hal penyusu-
nan indikator kinerja yang
benar dan baik.

4. Mengalokasikan anggaran
untuk membangun SAKIP
sehingga menghasilkan kuali-
tas dokumen dan SDM yang
dapat di banggakan oleh
pemerintah Kota Surakarta.
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